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BAB V
PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka
kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan hukum ini adalah

sebagai berikut:

1. Perlunya Pemberian Rehabilitasi Medis dan Sosial
Kepada Pecandu Narkotika dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika:

Pemberian Rehabilitasi Medis dan Sosial (yang selanjutnya
disebut dengan rehabilitasi) diperlukan bagi Pecandu dan Korban
Penyalahgunaan  Narkotika  (selanjutnya  disebut  dengan
penyalahguna) karena sudah merupakan hal yang diperintahkan oleh
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(selanjutnya disebut dengan UU 35/2009). Hal ini dapat dilihat pada
Pasal 4 huruf d UU 35/2009 yang menyatakan bahwa terjaminnya
pengaturan upaya rehabilitasi dan ditegaskan kembali dalam Pasal
54. Dikarenakan sudah diatur dalam undang-undang, maka sudah
sepatutnya rehabilitasi  dijamin  untuk diberikan  kepada
penyalahguna.

Adapun alasan mengapa rehabilitasi diperlukan karena
penyalahguna sejatinya merupakan orang yang sakit dan perlu
diberikan penanganan dengan tepat. Apabila dilakukan dengan
langkah yang salah, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah lain.
Sudah menjadi logika umum bahwa orang yang sakit perlu untuk
diobati.

Di sisi lain, pemberian rehabilitasi dipercaya sebagai
langkah yang tepat karena didasari dengan alasan bahwa tidak hanya

aspek hukum saja yang terpenuhi, melainkan aspek kesahatan.
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Dalam segi kesehatan, penyalahguna akan mendapat perawatan dari
pihak yang berwenang. Sedangkan dalam segi hukum, pemberian
rehabilitasi dipercaya berguna untuk memutus mata rantai peredaran
narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi secara perlahan akan memutus
rantai peredaran narkotika karena penyalahguna yang menjalani
rehabilitasi akan lebih mampu mengendalikan diri untuk tidak
terjerumus kepada obat-obatan terlarang tersebut.

Pemberian rehabilitasi juga merupakan suatu tindakan yang
lebih humanis. Hal ini dikarenakan penyalahguna akan mendapat
perawatan serta tidak adanya cap ataupun stigma bagi mereka. Perlu
diketahui bahwa cap atau stigma buruk kepada penyalahguna cukup
berpengaruh terhadap upaya penanganan penyalahguna narkotika.
Penyalahguna narkotika akan lebih terbuka dan percaya diri apabila
mendapat perilaku yang manusiawi. Sederhananya bahwa
pendekatan represif bernuansa punitif tidak sesuai dengan
penyalahguna yang lebih tepat diberikan penanganan secara
restoratif bernuansa rehabilitatif.

Perlunya pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna juga
berfungsi untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh
Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas yang saat ini dikabarkan
mengalami over kapasitas. Bagaimana bisa memanusiakan manusia
dalam kondisi yang tidak nyaman dan aman terlebih sudah menjadi
rahasia umum bahwa tindakan kriminal masih tetap ada sekalipun
berada di Lapas. Seperti halnya peredaran narkotika, suap menyuap
oknum, bahkan hal yang cukup meresahkan adalah terciptanya
bandar narkotika. Maka dari itu, pemberian rehabilitasi hadir untuk
meminimalisir terjadinya kekhawatiran tersebut. Maka dari itu
perlunya pemberian rehabilitasi berguna untuk menyembuhkan
penyalahguna sehingga setelah menjalani proses perawatan

kondisinya menjadi sembuh.
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Kendati demikian, terdapat fakta bahwa kekurangan/
kendala/ hambatan dalam pelaksanaan pemberian rehabilitasi di
antaranya adalah pihak keluarga penyalahguna yang sulit bekerja
sama dalam pemulihan, bisa dikarenakan khawatir apabila
pelaksanaan rehabilitasi akan mengeluarkan uang yang tidak sedikit,
dan juga rasa takut apabila nanti akan dikucilkan oleh orang-orang
sekitarnya. Hal ini berkaitan erat dengan sering adanya cap atau
stigma yang diterima oleh penyalahguna itu sendiri maupun
keluarga dari orang-orang sekitar sehingga mereka sulit untuk
membuka diri. Selain itu, hambatan yang terjadi adalah kurangnya
tekad dari penyalahguna yang masih merasa aman dan betah dengan
ketergantungan terhadap narkotika. Faktor jarak dari domisili klien
ke klinik dan waktu layanan yang tidak sesuai dengan waktu
kerja/kuliah/sekolah klien juga menjadi hambatan dalam pemberian
rehabilitasi ini. Terakhir, putusan dari aparat penegak hukum yang
berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara penyalahguna
narkotika yang tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika juga menjadi faktor hambatan
pemberian rehabilitasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa masih
terdapat putusan yang memberikan putusan pidana penjara kepada
penyalahguna padahal UU 35/2009 sudah menjamin adanya
pemberian rehabilitasi.

2. Pengaturan dan Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi

Bagi Penyalahguna:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(selanjutnya disebut dengan UU 35/2009) merupakan pengaturan
dasar mengenai rehabilitasi medis dan sosial (selanjutnya disebut
dengan rehabilitasi). Selain UU 35/2009, terdapat pengaturan lebih
lanjut terkait pemberian rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika

di Indonesia. Adapun peraturan tersebut adalah:
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor (selanjutnya disebut PP 25/2011);

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan
Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan
Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA 4/2010);

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011
tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya
disebut SEMA 3/2011); dan

4. Peraturan Bersama (PERBER - Penulis) Ketua
Mahkamah Agung  Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan
Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa
Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republlik Indonesia
Nomor : 01/PB/MA/111/2014; Nomor : 03  Tahun 2014; Nomor :
11/Tahun 2014; Nomor : 03 Tahun 2014; Nomor: PER-
005/A/JA/03/2014; Nomor : 1 Tahun 2014; Nomor
:PERBER/01/111/2014/BNN  Tentang Penanganan  Pecandu
Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam
Lembaga Rehabilitasi (selanjutnya disebut PERBER Tentang
Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi)

Perlu diketahui bahwa peraturan yang sudah disebutkan di
atas bukan merupakan peraturan yang berdiri sendiri. Artinya, setiap
peraturan memiliki keterkaitan dalam rangka penanganan
penyalahguna narkotika untuk diberikan rehabilitasi. Selain itu,
harus dipahami bersama bahwa pemberian rehabilitasi merupakan
hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh penyalahguna. Hal ini
sejalan dengan bunyi Pasal 54 UU 35/2009 yang menyatakan bahwa
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pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hakim memiliki posisi yang sentral untuk memerintahkan
pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika menjalani
rehabilitasi. adapun putusan tersebut bersifat fakultatif yakni bukan
wajib dikarenakan adanya frasa “dapat”. Meskipun demikian, Badan
Narkotika Nasional berpesan meskipun tertera frasa “dapat”,
diharapkan Hakim untuk tetap tegas memberikan rehabilitasi karena
pada dasarnya pemberian rehabilitasi sudah dijamin oleh UU
35/2009. Untuk menentukan jenis terapi dan rehabilitasi, diperlukan
assesmen menyeluruh (komprehensif) guna menentukan jenis
terapi/rehabilitasi yang sesuai, apakah dilaksanakan rehabilitasi
bersifat voluntary atau bersifat compulsory.

Terdapat pula perbedaan istilah yang diatur dalam
pengaturan narkotika terkait pihak mana yang dapat diberikan
rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan yang terdapat pada
Pasal 4, 54, dan 103 UU 35/2009 di mana setiap pasal memiliki
perbedaan terhadap pihak mana saja yang dapat diberikan
rehabilitasi.

Fakta yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa masih
terdapat putusan hukum berupa pidana penjara kepada
penyalahguna narkotika. Padahal, bila diliat secara seksama, ada
proses yang juga tidak dilalui oleh aparat penegak hukum. Misalnya,
tidak diterapkannya pemeriksaan lebih lanjut oleh tim asesmen
terpadu. Padahal, hasil pemeriksaan dari tim ini sangat berguna
untuk membuktikan bahwa penyalahguna wajib direhabilitasi.
Sebaliknya, aparat penegak hukum lebih mengedepankan proses
dalam sistem pemidanaan seperti pada umumnya. Selain itu,
mengingat bahwa perkara penyalahguna narkotika yang merupakan
peraturan hukum bersifat khusus atau lex specialis, sudah sepatutnya
diterapkan proses double track system atau sistem dua jalur.
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Sistem dua jalur sangat membantu penyalahguna untuk
dijamin terlaksananya pemberian rehabilitasi. Pemidanaan tidak
selalu dapat menjawab masalah yang terjadi di masyarakat. Dengan
berkaca pada fakta yang terjadi di praktik hukum, membuktikan
bahwa sistem peradilan kita masih kurang dalam menerapkan
double track system atau sistem dua jalur. Padahal penerapan konsep
ini menuntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi
tindakan. Tentu saja ini bisa diterapkan bagi pelaku Penyalahguna
Narkotika sehingga pemidanaan bukan hanya satu-satunya langkah,
melaingkan adanya tindakan berupa pemberian rehabilitasi.

Pelaksanaan pemberian rehabilitasi sesungguhnya bukan hal
yang tabu untuk dilakukan. Karena pada dasarnya penyalahguna
merupakan orang yang sakit dan perlu diobati sehingga pemidanaan
penjara bukan langkah yang tepat. Bagaimana bisa mencapai
memanusiakan manusia padahal kondisi pribadinya saja tidak sehat
baik fisik maupun jasmani.

3. Pemberian Rehabilitasi Medis dan Sosial Dan Tujuan

Pemidanaan di Indonesia:

Ada beragam alasan pemidanaan di Indonesia untuk
diterapkan. Selain memberikan efek jera, ada pula pemidanaan yang
berfungsi untuk memperbaiki kondisi pelaku. Hal ini lebih tepat
diberikan kepada korban penyalahguna narkotika karena pada
dasarnya mereka merupakan orang sakit yang perlu mendapat
perawatan dan pengobatan. Pemberian rehabilitasi kepada korban
memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi penyalahguna agar
dapat kembali hidup dengan normal. Sedangkan bagi pecandu, ada
kekhawatiran merangkap sebagai pengedar sehingga perlu proses
asesmen terlebih dahulu. Meskipun demikian perlu diketahui bahwa
pemberian rehabilitasi bagi pecandu juga dijamin oleh Undang-
Undang. Maka dari itu, hal ini sejalan dengan Teori Tujuan dalam

pemidanaan yang memfokuskan untuk memberi manfaat kepada
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5.2.

penyalahguna. Rehabilitasi sendiri  memiliki tujuan untuk
mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat
hukum dan masyarakat yang produktif. Model rehabilitasi
menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah
apa yang menyebabkan pelaku kejahatan.

Pemberian rehabilitasi merupakan sanksi tindakan. Dalam
hal ini dapat dilihat bahwa tidak selamanya sanksi pidana
merupakan satu-satunya jalan untuk mengatasi permasalahan.
Sejalan dengan pemikiran tersebut, jika rehabilitasi diberikan, maka
menunjukkan terlaksananya asas ultimum remedium dalam
pemidanaan.

Sekalipun demikian, pemberian tindakan rehabilitasi dapat
diberikan dengan dasar diskresi yang merupakan upaya penegakan
hukum sebagai kriminalisasi konkret (dalam praktik) dari aparat
penegak hukum. Kendalanya adalah bahwa diskresi tidak melekat
bagi aparat penegak hukum sehigga diberi kebebasan apakah ingin
menggunakan diskresi untuk meberikan rehabilitasi atau tidak.
Selain itu, pemidanaan berupa penjara dianggap tidak efektif
dikarenakan posisi penyalahguna sendiri yang pada dasarnya adalah
orang sakit dan ketergantungan narkotika. Selain itu, dapat dilihat
bahwa pemberian rehabilitasi dapat menjadi jawaban untuk
mengatasi permasalahan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas yang
dinilai mengalami over kapasitas. Tidak ada jaminan bahwa Lapas
sudah menjadi tempat yang tepat mengingat sudah menjadi rahasia
umum terjadinya tindak kejahatan di Lapas. Misalnya, suap
menyuap oknum, peredaran narkotika, dan bahkan yang sangat

mengkhawatirkan adalah terciptanya bandar narkotika.

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, menurut hemat penulis, hal

yang dapat dijadikan beberapa saran dalam rangka pemberian
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rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika
adalah:

1. Semakin meningkatkan pelayanan penangan rehabilitasi terhadap
penyalahguna narkotika karena pada dasarnya orang tersebut
merupakan orang yang sakit dan perlu mendapat perawatan yang
tepat. Selain itu perlu untuk menjauhi sikap-sikap yang bersifat
diskriminatif atau memberikan capatau stigma buruk kepada
penyalahguna yang ingin sembuh. Karena menurut hasil penelitian
yang peneliti lakukan, faktor cap atau stigma bagi mereka yang
terjerumus ke dalam narkotika sangat berpengaruh terhadap
keinginan mereka yang ingin sembuh.

Selain itu, agar pemerintah juga memperhatikan instansi-
instansi yang bergerak di bidang kesehatan ataupun sosial, baik
yang didirikan oleh negara atau masyarakat agar mampu
melaksanakan tugasnya dengan maksimal terhadap pelaksanaan
rehabilitasi perkara penyalahguna narkotika. Hal ini bisa dilihat dari
faktor fasilitas, sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia,
serta dana yang diperlukan untuk operasional rehabilitasi.

Hal yang tidak kalah penting adalah agar pihak yang
berwenang dalam hal ini bisa menyangkut kepolisian atau
Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk senantiasa melakukan
sosialisasi dan edukasi sehingga mereka yang dikategorikan sebagai
penyalahguna berani untuk melaporkan diri untuk memperoleh
akses pelayanan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah perlu untuk mensosialisasikan
mengenai pemberian rehabilitasi. Hal ini bertujuan agar dapat
memberi kejelasan mengenai apakah pemberian rehabilitasi
dikenakan biaya atau tidak.

2. Bagi aparat penegak hukum yang berwenang dalam
menangani perkara penyalahgunaan narkotika agar bisa secara
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profesional melaksanakan  tugasnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang sangat
berpengaruh seperti pemeriksaan tim asesmen terpadu jangan
sampai diabaikan karena hal ini menyangkut hak-hak yang dijamin
oleh undang-undang kepada penyalahguna. Selain itu, agar dalam
hal ini hakim memiliki sifat progresif dalam menanagani perkara
penyalahguna narkotika. Perlu dipertimbangkan lebih lanjut akibat
diberikan pemidanaan penjara kepada penyalahguna. Apakah sudah
tepat kepada mereka yang dikategorikan sebagai pecandu maupun
korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu, diperlukan perubahan
atau perbaikan terhadap peraturan di bidang narkotika mengenai
peristilahan maupun Kriteria yang dapat diberikan rehabilitasi medis
dan  sosial. Hal ini berguna agar tidak terjadi simpang siur atau
kebingungan baik bagi penegak hukum maupun masyarakat
sehingga sama-sama memahami Kriteria apa saja yang dapat
diberikan rehabilitasi medis dan sosial.

Semakin meningkatkan pemahaman serta melaksanakan
konsep-konsep yang berlaku di dalam sistem peradilan pidana
khususnya dalam perkara pidana yang bersifat khusus atau lex
specialis. Hal ini dapat dilihat dengan minimnya diberlakukannya
ide double track system dalam perkara penyalahguna narkotika.
Padahal apabila diterapkan maka dapat menjamin terlaksananya
pemberian rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika.

Hal yang tidak kalah penting ialah agar semua aparat
penegak hukum vyang berwenang dalam menangani perkara
penyalahgunaan narkotika untuk sama-sama memiliki pemahaman
bahwa penyalahguna narkotika dalam hal ini pecandu dan korban
penyalahgunaan narkotika adalah orang yang sakit dan perlu

mendapat penanganan dan perawatan yang tepat beruparehabilitasi.
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3. Diharapkan  agar sanksi  tindakan dapat selalu
dipertimbangkan untuk diberikan dalam perkara penyalahguna
narkotika. Penjatuhan putusan juga sudah sepatutnya agar lebih
mempertimbangkan manfaat untuk pelaku, bukan semata untuk efek
jera ataupun pembalasan. Karena ada kalanya orang tidak akan
berhasil mendapatkan efek jera hanya karena dikenakan pidana
penjara. Sebaliknya, langkah yang tepat adalah memperbaiki pelaku
itu sendiri yakni dengan cara yang sesuai dengan permasalahan yang
dihadapi, yaitu pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Hal
ini hanya dapat diberikan dengan mempertimbangkan hati nurani
dan kehendak dari aparat penegak hukum melalui diskresi sehingga
sebaiknya upaya penegakan hukum secara kriminalisasi konkret
(dalam praktik) berupa diskresi pemberian rehabilitasi kepada
korban penyalahguna narkotika harus diberikan oleh aparat penegak

hukum di tingkat manapun.
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